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Abstrak
 

Permasalahan space debris merupakan salah satu persoalan yang terus menjadi ancaman bagi kegiatan

masyarakat internasional di ruang angkasa. Mengingat space debris sebagai suatu akibat langsung dari

kegiatan manusia di ruang angkasa, bertambah banyaknya negara-negara yang berkemampuan teknologi

untuk melakukan peluncuran hanya akan terus membuat persoalan debris terus berkembang. Walaupun telah

terdapat ancaman yang nyata dari keberadaan space debris, kerangka hukum internasional yang tersedia

belumlah secara komprehensif mampu menanggapi persoalan yang ada secara langsung. Terlihatlah bahwa

konvensi-konvensi ruang angkasa internasional tidak secara langsung membahas mengenai perlindungan

lingkungan ruang angkasa terhadap space debris. Contohnya, misi anti-satelit RRC yang dilaksanakan pada

tahun 2007. Walaupun tindakan tersebut telah menambah jumlah space debris yang cukup signifikan, akan

tetapi tidaklah jelas apakah hal ini dilarang oleh hukum internasional. Tanpa adanya suatu ketentuan hukum

internasional yang mengikat, permasalahan yang ada tidak akan dapat diselesaikan. Di lain pihak,

masyarakat internasional telah menaruh perhatian pada masalah tersebut dan telah terdapat beberapa usaha

dalam penanggulangannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya resolusi Majelis Umum PBB yang

mengadopsi ketentuan UNCOPUOS Space Debris Mitigation Guidelines. Adopsi yang telah dilakukan

merupakan langkah besar dalam menanggapi persoalah space debris. Akan tetapi, perlu diingat bahwa

adopsi yang dilakukan tidaklah secara serta merta menciptakan norma internasional yang baru. Dalam hal

ini, resolusi Majelis Umum PBB yang bersangkutan hanyalah bertindak sebagai "soft law". Walaupun

demikian eesolusi tersebut telah mempengaruhi tindakan negara-negara di dunia pada tingkatan tertentu.

Usaha-usaha penanggulangan masyarakat internasional telah ditunjukkan dengan adanya implementasi

dalam kerangka nasional. Selain itu, resolusi dapatlah dijadikan sebagai harapan-harapan di masa yang akan

datang mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh suatu negara terhadap space debris. Dengan ini, maka

dapat saja resolusi tersebut dijadikan sebagai landasan pada munculnya norma hukum yang baru.

<hr>

Space debris has been an increasing threat to space activities conducted by nations worldwide. Considering

space debris as a direct consequence of mankind's activity in outer spece, it is inevitable tha future increases

in space faring nations will only augment the space debris problem. Despite the obvious danger posed by

space debris, the current state of international law has not sufficiently tackle the issue head-on. It is indeed

quite clear that the major international space law conventions do not specifically regulate the protection of

the outer space environment against the prevalence of space debris. For example, a Chinese anti-satellite

missile has destroyed a disused weather satellite in 2007. Though the mission has undeniably generated a

substantial amount of space debris, it is unclear whether such an act can be regarded as a violation of

international law. Without any binding international norm, the problem is expected to worsen. Fortunately,

the international community has recognized the problem and made efforts to mitigate its effects. This has

been shown by the UN General Assembly adoption of the UNCOPUOS Space Debris Mitigation Guidelines
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by way of a resolution. The adoption may be regarded as a major step forward on tackling the problem of

space debris. However, it needs to be noted that the adoption does not necessarily generate a new norm

under international law. The UN General Assembly resolution may only be regarded as "soft law". In spite

of this, the resolution has affected the conduct of nations to some extent. The efforts of nations worldwide

on the mitigation of space debris have been shown by the implementation of these guidelines into national

framework. Furthermore, the resolution can also be regarded as expectations by the international community

on how nations should act towards the problem of space debris. It may well be the case that the resolution

might then act as the first step of an emerging international norm.


